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Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aragiari supra
sistem penegakan hukum secara nasional, bersaneggkemukum lainnya
berupaya mewujudkan tercapainya tujuan hukum. Daf@mangani kasus tindak
pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya Hup&en Malang, maka
didapatkan barang bukti kendaraan bermotor dark tidpas dari bagaimana
pengelolaan barang bukti yang akan dikelola.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi, meskigpsikan, dan
menganalisis tentang prosedur pengelolaan barakg Halam tindak pidana
pencurian kendaraan bermotor sebelum dan sesuliatya Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tak0hO Tentang Tata Cara
Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisiaegra Republik Indonesia
dan kendala — kendala yang dimungkinkan muncul aengdiberlakukannya
peraturan tersebut serta mengatasi dan menyeladagkalala dalam pengelolaan
barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan dmmsesuai dengan
peraturan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendelatgiris dengan jenis
metode Yuridis Sosiologis. Penelitian lapangankdikan dengan tiga cara yaitu
wawancara (interview), observasi, dan studi dokuasnData yang didapatkan
berupa data primer dan sekunder yang kemudian ldisndengan menggunakan
metode deskriptif analisis.

Sebelum adanya peraturan tersebut di atas penagelblarang bukti di
bawah tanggung jawab Sat Serse, kemudian setelahtygavah tanggung jawab
Sat Tahti. Kendala-kendala yang dialami pihak paéikyBat Tahti antara lain:
tidak adanya RUPBASAN, pengurusan administrasi rigariaukti, belum ada
anggaran khusus pengelolaan barang bukti yangkdisikan langsung kepada Sat
Tahti, minimnya fasilitas serta sarana dan prasarlamrangnya pemahaman dan
pelatihan tentang pelaksanaan peraturan tersedfuolggota Reserse dan Tahti.

Upaya yang dilakukan Polres Malang vyaitu: beker@anma dengan
Pemerintahan terkait, memberikan sosialisasi dalatipan seluruh anggota
satuan reserse tentang pelaksanaan peraturan utergeblaksanakan sistem
pengawasan guna implementasi peraturan tersebumben&an anggaran
tersendiri untuk pengelolaan barang bukti, memakémasarana dan prasarana
yang ada di Polres Malang, pengadaan kendaraarukhwstuk mengangkut
barang bukti.
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